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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana strategi lokalisasi terhadap PKL di kabupaten 

Pamekasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini bukan tanpa sebab 

dikarenakan PKL yang merupakan salah satu bentuk usaha di sektor informal yang 

keberadaannya memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah serta ada 

upaya dari pemerintah daerah itu sendiri yang mendorong sektor informal tersebut dengan capaian 

angka yang cukup besar selama masa jabatannya sehingga hal ini menjadi sebuah kesinambungan 

dan bersinergi. Hal ini tentu tidak mudah mengingat masih banyak permasalahan yang harus 

diluruskan sehingga memberikan solusi bersama yang saling menguntungkan. Penelitian ini 

dirasa urgen untuk dilaksanakan mengingat masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus 

diselesaikan. Objek penelitian merupakan paguyuban PKL yang ada di kabupaten Pamekasan. 

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik dalam 

pengambilan sampel untuk PKL di setiap paguyuban menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian perihal strategi lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan 

yakni dibentuk sebuah area khusus PKL (model zonasi) yang tersebar di beberapa titik 

diantaranya : 1. Area kawasan “Sae Salera”; 2. Area kawasan “Sae Rassah” dan 3. Area kawasan 

“Food Colony”. Dimana ketiga area ini diharapkan menjadi salah satu solusi dan bagian strategi 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan. 

Kata Kunci : Lokalisasi; Pedagang Kaki Lima; Perekonomian Daerah 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to see how the localization strategy for street vendors in Pamekasan 

district can improve the regional economy. This is not without reason because street vendors are 

a form of business in the informal sector whose existence has a significant impact on the regional 

economy and there are efforts from the regional government itself to encourage the informal 

sector by achieving quite large numbers during its term of office so that this to be sustainable and 

synergistic. This is certainly not easy considering that there are still many problems that need to 

be resolved so as to provide mutually beneficial joint solutions. This research is felt urgent to be 

implemented considering that there is still a lot of "homework" that must be completed. The 

research object is the street vendor association in Pamekasan district. Qualitative descriptive 

method used in this research. The sampling technique for street vendors in each community uses 

techniques purposive sampling. The results of research regarding the localization strategy 

carried out by the Pamekasan district government were that a special area for street vendors 

(zoning model) was formed which was spread across several points including: 1. The "Sae Salera" 

area; 2. The "Sae Rassah" area and 3. The "Food Colony" area. It is hoped that these three areas 

will become one of the solutions and part of the strategy carried out by the Pamekasan district 

regional government. 
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PENDAHULUAN 

Capaian PDB sebesar 61,1% berasal dari kontribusi UMKM (PKL termasuk didalamnya) dan 

sisanya disumbangkan oleh para pelaku usaha besar (Sasongko, 2020) dimana hal ini 

memberikan gambaran bahwa perekonomian nasional disokong oleh UMKM. Banyak cara 

yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk bersinergi dengan UMKM ini diantaranya dengan 

melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu cara keberpihakan pemerintah 

terhadap UMKM untuk terus bersinergi, memperluas akses keuangan serta pembiayaan 

(Setyowati, 2020), menerapkan pajak untuk UMKM sebesar 0,5% yang tujuannya untuk 

meningkatkan pertumbuhan wirausahawan, melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi 

(PEN) guna menggerakkan UMKM pasca pandemi (Sasongko, 2020). 

Dengan banyaknya masyarakat yang berwirausaha, menjadikan sebuah daerah lebih kokoh dan 

mandiri dalam hal perekonomian. Hal ini yang menjadikan salah satu faktor Bupati Pamekasan 

ingin meningkatkan jumlah wirausahawan (PKL maupun UMKM) di kota gerbang salam 

tersebut hingga mencapai 10.000 dalam masa baktinya sebagai Bupati (Humas Pamekasan, 

2020). Dengan banyaknya cara yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, diharapkan 

menjadi salah satu bentuk dukungan. Namun, hal ini belum tentu selaras dengan kondisi di 

lapangan. Kondisi area yang strategis dan menguntungkan pihak PKL sangat diperlukan 

(Agustinus, 2010) dan faktor ini yang menjadikan permasalahan terhadap PKL hingga saat ini 

belum terselesaikan dan kondisi ini setiap daerah mempunyai bentuk solusi serta penanganan 

yang berbeda. 

Untuk membentuk sebuah ekosistem PKL yang memadai dan didalamnya terdapat simbiosis 

mutualisme maka dimulai dari sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah 

setempat. Di Pamekasan, pemberdayaan yang telah dilakukan diantaranya dengan cara 

melakukan relokasi, edukasi dan motivasi melalui FGD ke beberapa paguyuban serta 

memberikan pelayanan namun untuk relokasi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus 

diselesaikan secara tuntas selain beberapa program lainnya seperti dibentuknya koperasi untuk 

PKL dan wisata kuliner di Pamekasan (Djaja & Maulana, 2020). Dalam hal relokasi, terdapat 

banyak cara diantaranya dengan menerapkan model zonasi (Ramadhan, 2015), dengan 

penataan terhadap PKL itu sendiri (Puspitasari, 2010), hingga pengaturan terhadap pembinaan 

PKL (Karim et al., 2014) serta cara lainnya sehingga cara tersebut dapat memberikan dampak 

berkelanjutan yang positif bagi PKL. Implementasi kebijakan seperti ini akan memberikan 

respon yang berbeda, ada beberapa penelitian yang pro terhadap kebijakan perihal relokasi 

PKL (Febrilianawati, 2010) dan (Setyaningrum, 2022) serta ada yang melakukan perlawanan 

terhadap akan tersebut (Prasetya & Komara, 2019). 

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, maka penelitian perihal strategi lokalisasi 

ini sangat urgen untuk dilakukan mengingat PKL merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendongkrak perekonomian daerah. Perihal relokasi yang dilakukan secara tepat sasaran dapat 

memberikan dampak terhadap PKL itu sendiri baik dari sisi pendapatan (Andiny & Kurniawan, 

2017) hingga memberikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat (Heriyanto, 2012) dan 

(Mochammad Aringga Prasetya, 2016). Dengan dilakukannya penelitian ini maka akan 

menghasilkan sebuah strategi lokalisasi yang telah sesuai dengan kondisi masing-masing 

daerah serta culture yang berbeda pula sehingga hal inilah yang merupakan keterbaruan dari 

hasil penelitian ini dan menjadikan state of the art dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian 

ini merupakan keberlanjutan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti 

perihal pemberdayaan PKL sehingga penelitian ini dapat memberikan hasil yang berkelanjutan 

Penelitian ini dilakukan guna melihat serta mengukur seberapa siap pemerintah Pamekasan 

dalam meramu strategi lokalisasi yang baik dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapi PKL sehingga PKL dapat memberikan dampak yang lebih baik dari aspek 
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perekonomian maupun aspek sosial. Dengan begitu, PKL selaku penyokong perekonomian 

daerah mendapatkan tidak hanya pemberdayaan namun juga memperoleh pelayanan maksimal 

dari pemerintah kabupaten Pamekasan. Adapun pendekatan yang dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan tersebut yakni dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk menilai seberapa besar kesiapan pemerintah Pamekasan dalam meramu 

strategi lokalisasi untuk PKL. Dimana pendekatan ini nantinya dilakukan sebuah analisis yakni 

dengan teknik analisis interaktif yang didalamnya meliputi 3 (tiga) hal diantaranya : reduksi 

data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Terdapat beberapa macam lokalisasi (Chrisanto, 2014), diantaranya : a. Lokalisasi Industri. 

Lokalisasi industri ini dilakukan karena dengan bermunculannya banyak pabrik di Indonesia 

secara tidak merata maka dari itu Pemda setempat mencoba membuat suatu tempat menjadi 

kawasan industri. Hal ini dimaksudkan agar tidak mencemari lingkungan sekitar secara 

sembarangan; b. Lokalisasi Prostitusi. Secara garis besar lokalisasi adalah istilah yang 

berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur dan Wanita Tuna Susila (WTS) / 

Pekerja Seks Komersial (PSK); dan c. Lokalisasi Pedagang Kaki Lima. Lokalisasi ini 

sebenarnya dimaksudkan karena dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di 

sembarang tempat seperti di atas trotoar maupun di tepi jalan dianggap sangat mengganggu 

karena telah membuat kemacetan pada daerah tersebut. Melihat hal ini Pemda langsung 

menindak para PKL dengan melokalisasikan para PKL ke suatu tempat yang lebih aman, 

nyaman, dan juga terjamin. 

PKL adalah kegiatan usaha yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan 

menggunakan fasilitas umum sebagai media untuk menjalankan usahanya (Hariyani, 2019). 

PKL merupakan salah satu contoh usaha di sektor informal. Dimana sektor informal ini 

mempunyai beberapa kekuatan, yaitu : 1. Memiliki daya tahan dan goncangan ekonomi; 2. 

Dimilikinya keahlian khusus; 3. Menyerap banyak tenaga kerja; dan 4. Permodalan. Namun, 

terdapat juga beberapa kelemahan yang menjadi penghambat perkembangan sektor informal, 

diantaranya : 1. Lemahnya akses ke lembaga keuangan; 2. Lemahnya akses ke pemerintah; 3. 

Pengetahuan minim mengenai manajemen bisnis; 4. Penyediaan bahan-bahan baku yang 

murah dan berkelanjutan; dan 5. Kurang dikuasainya teknologi baru (Feriyanto, 2014). 

PKL sebagai salah sektor informal yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tentu 

keberadaannya sangat penting. Namun, terdapat permasalahan di dalam membangun 

perekonomian daerah yang disebabkan oleh beberapa perbedaan (Subandi, 2005), diantaranya 

: 1. Ketimpangan pembangunan di sektor industri; 2. Kurang meratanya investasi; 3. Tingkat 

mobilitas faktor produksi yang rendah; 4. Perbedaan sumber daya alam; 5. Perbedaan letak 

geografis; 6. Macetnya perdagangan antar daerah. Dengan adanya permasalahan tersebut maka 

diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah, diantaranya : a. 

Strategi pembangunan fisik; b. Strategi pengembangan dunia usaha; c. Strategi pengembangan 

SDM; d. Strategi pengembangan masyarakat (Arsyad, 2000). Adapun peran pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian daerah meliputi 4 (empat) hal, yaitu sebagai : 1. Entrepreneur; 2. 

Koordinator; 3. Fasilitator; dan 4. Stimulator (Djadjuli, 2018). 

 

METODE 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat dan mengukur perihal strategi lokalisasi terhadap PKL yang ada kabupaten 

Pamekasan apakah sudah tepat atau belum optimal sehingga dapat memberikan dampak 

terhadap peningkatan perekonomian daerah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

melibatkan paguyuban PKL kabupaten Pamekasan yang jumlahnya sebanyak 13 paguyuban 
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yang tersebar di beberapa titik dan APLI Pamekasan (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Seluruh 

Indonesia) selaku pihak mediator dari aspek pemerintah. Adapun teknik dalam pengambilan 

sampel untuk PKL di setiap paguyuban menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan 

terhadap pemecahan masalah menggunakan pendekatan kualitatif sehingga teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yakni dengan melakukan wawancara secara 

mendalam terhadap objek penelitian. Dimana teknik analisis ini meliputi reduksi data, 

menyajikan data serta memverifikasi dan menarik kesimpulan. Berikut merupakan tahapan 

dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya : 1. Merancang model dasar penelitian sehingga 

memperoleh pemahaman, domain serta dimensi penelitian yang akan dilakukan strategi 

lokalisasi PKL di kabupaten Pamekasan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah; 2. 

Mengembangkan strategi pengukuran dan item pertanyaan serta memperbaiki item pengukuran 

dalam memperoleh data yang diinginkan; 3. Melakukan survey dan pengumpulan data secara 

bertahap ke berbagai pihak baik dari aspek pemerintah maupun ke para PKL di beberapa 

paguyuban. Hal ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data valid dalam penelitian ini untuk 

dianalisis pada tahap selanjutnya; dan 4. Menguji model hasil penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk membentuk sebuah ekosistem PKL yang memadai dan didalamnya terdapat simbiosis 

mutualisme maka dimulai dari sebuah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah 

setempat. Di Pamekasan, pemberdayaan yang telah dilakukan diantaranya dengan cara 

melakukan relokasi, edukasi dan motivasi melalui FGD ke beberapa paguyuban serta 

memberikan pelayanan namun untuk relokasi ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus 

diselesaikan secara tuntas selain beberapa program lainnya seperti dibentuknya koperasi untuk 

PKL dan wisata kuliner di Pamekasan (Agustinus, 2010). Dalam hal relokasi, terdapat banyak 

cara diantaranya dengan menerapkan model zonasi (Djaja & Maulana, 2020), dengan penataan 

terhadap PKL itu sendiri (Ramadhan, 2015), hingga pengaturan terhadap pembinaan PKL 

(Puspitasari, 2010) serta cara lainnya sehingga cara tersebut dapat memberikan dampak 

berkelanjutan yang positif bagi PKL. 

Hasil penelitian perihal strategi lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

Pamekasan yakni dibentuk sebuah area khusus PKL (model zonasi) yang tersebar di beberapa 

titik diantaranya : 1. Area kawasan “Sae Salera”; 2. Area kawasan “Sae Rassah” dan 3. Area 

kawasan “Food Colony”. Dimana ketiga area ini diharapkan menjadi salah satu solusi dan 

bagian strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Pamekasan. Berikut gambar 

ketiga area tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Area kawasan “Sae Salera”  Gambar 2. Area kawasan “Sae Rassah” 
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Gambar 3. Area kawasan “Food Colony” 

 

Implementasi kebijakan strategi seperti ini akan memberikan respon yang berbeda, ada 

beberapa penelitian yang pro terhadap kebijakan perihal relokasi PKL (Karim et al., 2014) dan 

(Febrilianawati, 2010) serta ada yang melakukan perlawanan terhadap akan tersebut 

(Setyaningrum, 2022). Guna memperoleh data yang lebih mendalam perihal strategi ini, 

peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga hal ini yang 

menjadi sebuah temuan dan bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten Pamekasan 

kedepannya. Permasalahan tersebut diantaranya : 

1. Meskipun telah disediakan area khusus PKL, nyatanya PKL masih “berserakan” dan 

terkesan membuat kotor wilayah kota Pamekasan khususnya di sekitar wilayah monumen arek 

lancor dimana area ini merupakan jantung kota Pamekasan yang seharusnya menjadi pusat 

pemandangan yang bisa menarik para pengunjung baik itu warga Pamekasan sendiri maupun 

dari luar wilayah Pamekasan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. PKL berserakan di jantung kota 

 

2. Area kawasan “Food Colony” belum dikelola secara baik. Hal ini diperoleh dari salah satu 

PKL yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan tempat di area tersebut. Menurutnya, area 

tersebut seharusnya untuk para PKL yang sebelumnya telah dijanjikan untuk direlokasi namun 

nyatanya malah diserobot oleh PKL luar atau pendatang baru. Dengan adanya kejadian ini, 

maka strategi relokasi yang dirancang oleh pemerintah daerah Pamekasan bisa dikatakan belum 

berjalan secara optimal sehingga hal ini diperlukan tindak lanjut yang lebih konkrit untuk 

kedepannya yang akan berdampak kepada kesuksesan secara bersama; 
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3. Adanya pungli di area relokasi. Untuk mendapatkan tempat di area kawasan “Food Colony” 

terdapat pelanggaran yang merugikan PKL, hal ini tentu sangat miris dan diluar dugaan oleh 

beberapa PKL yang menginginkan tempat relokasi tersebut. Informasi ini diperoleh dari salah 

satu pengakuan PKL yang mengurungkan niatnya untuk berjualan di area tersebut dikarenakan 

dirinya diminta “setoran” atau harus membayar jika berjualan disana. Tentu hal ini menjadi 

tugas pemerintah daerah kabupaten Pamekasan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut; 

4. Area kawasan “Food Colony” masih sepi dan banyak ruang kosong yang belum 

berpenghuni. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang seharusnya tidak terjadi 

mengingat banyaknya ruang kosong tersedia namun PKL diluar sana masih “berserakan” dan 

terkesan tidak mempunyai tempat untuk berjualan sehingga mereka menggunakan fasilitas 

umum untuk berjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Area kawasan “Food Colony” masih kosong dan sepi 

 

Dengan adanya permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini diharapkan adanya solusi 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar strategi lokalisasi yang telah dibuat dan 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. 

Dalam tahapan penelitian ini, belum sepenuhnya selesai dikarenakan ada tahapan selanjutnya 

yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga hasil penelitian ini menjadi lebih sempurna 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa point penting dalam 

penelitian ini diantaranya : 1. Strategi lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

Pamekasan yakni dibentuk sebuah area khusus PKL (model zonasi) yang tersebar di beberapa 

titik diantaranya : a. Area kawasan “Sae Salera”; b. Area kawasan “Sae Rassah” dan c. Area 

kawasan “Food Colony”; 2. PKL masih “berserakan” dan terkesan membuat kotor wilayah 

kota Pamekasan khususnya di sekitar wilayah monumen arek lancor dimana area ini 

merupakan jantung kota Pamekasan yang seharusnya menjadi pusat pemandangan yang bisa 

menarik para pengunjung; 3. Untuk area kawasan “Food Colony” belum dikelola secara baik 

karena PKL yang sebelumnya telah dijanjikan untuk direlokasi namun nyatanya malah 

diserobot oleh PKL luar atau pendatang baru; 4. Adanya pungli untuk mendapatkan tempat di 

area kawasan “Food Colony”; 5. Area kawasan “Food Colony” masih sepi dan banyak ruang 

kosong yang belum berpenghuni. 
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Saran 

Dengan adanya kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran membangun 

guna sebagai sarana menyumbang pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Saran tersebut diantaranya : 1. Melakukan penertiban secara berkala (sweeping) terhadap para 

PKL yang masih menempati lokasi jantung kota yang bukan area PKL; 2. Memberikan edukasi 

perihal relokasi secara bertahap kepada paguyuban PKL yang bekerjasama dengan APLI 

selaku mitra pemerintah daerah Pamekasan; 3. Mengatur kembali aturan dan kebijakan perihal 

pembangunan area PKL yang digunakan untuk merelokasi sehingga target yang disasar adalah 

tepat sasaran; 4. Membuat event tertentu di area relokasi sehingga masyarakat dapat melihat 

serta mendengar perihal lokasi tersebut 
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